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ABSTRAK

Dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, tidak terdapat pedoman
dalam pemberian pidana secara tegas. Hal tersebut terjadi dikarenakan undang-
undang hanya mengatur hukuman maksimal dan minimalnya saja. Di dalam
praktiknya, masih terdapat disparitas di dalam putusan hakim yang menjatuhkan
pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan terjadinya
disparitas pemidanaan di dalam penjatuhan putusan pada pelaku tindak pidana
korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim
sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan di dalam penjatuhan
putusan pada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara
karena adanya perbedaan pandangan hakim dalam mempertimbangkan tingkat
kesalahan dari Terdakwa, keadaan atau kondisi yang melingkupi Terdakwa,
pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara
sebagai hal yang meringankan, dan adanya perbedaan besaran nominal kerugian
keuangan negara.

Kata kunci:  Disparitas, Pertimbangan Hakim, Korupsi, Keuangan Negara



ABSTRACT

In criminal law and regulations in Indonesia, there are no strict guidelines for
imposing penalties. This happens because the law only regulates maximum and
minimum penalties. In practice, there are still disparities in the decisions of judges
who impose sentences in corruption cases. The aim of this research is to analyze
the basis of the judge's considerations, which causes disparities in punishment in
handing down decisions to perpetrators of criminal acts of corruption that harm
state finances. This research uses normative legal research methods. The results of
this research are the basis for the judge's consideration, which causes disparities
in punishment in handing down decisions on perpetrators of criminal acts of
corruption which harm state finances due to differences in the judge's views in
considering the level of guilt of the Defendant, the circumstances or conditions
surrounding the Defendant, the consideration that the Defendant has repaid the
loss. state finances as a mitigating factor, and there are differences in the nominal
amount of state financial losses.

Keywords: Disparity, Judges' Considerations, Corruption, State Finances
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